WALI KOTALUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR +2 TAHUN 2022
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf
b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

5. Undang-Undang ...



Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

10. Peraturan ...



Menetapkan
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10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang

11.

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2021 Nomor 12);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota
Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.

Kota adalah Kota Lubuklinggau;

2, Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota

Lubuklinggau;

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga
tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat
Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang Undang
yang selanjutnya Pejabat Negara di Daerah adalah
Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

4. Wali Kota adalah Wali KotaLubuklinggau.

2. Walkal ...



10.

11.

12.
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Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali KotaLubuklinggau.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Lubuklinggau.

Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan
Anggota DPRD Kota Lubuklinggau.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil
Negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), dalam hal
ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD);

Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
selaku SKPKD yang selanjutnya disingkat PA-SKPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
mempunyai anggaran belanja bantuan keuangan
dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang bertindak selaku Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD).

Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Fungsional yang selanjutnya disingkat PA-SKPD
Fungsional adalah Pengguna Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang mencairkan dana belanja
bantuan keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

13. Satuan ...
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13. Batuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah
yang berada di lingkup Pemerintahan Kota
Lubuklinggau;

14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau
pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana
yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA).

15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan
oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah
untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD
berdasarkan SPM.

16. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya
disebut OBK adalah Unit SKPD yang
menyelengarakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit Daerah yang
memberikan Layanan Secara Profesional.

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman
teknis untuk Pengelolaan Keuangan Daerah yang
dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah agar terwujudnya
Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, efisien, ekonomis,
efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan kepatutan manfaat untuk
masyarakat serta taat pada ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

BABII ...



(1)

(2)

BAB II

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a.
b.

k.
L.

m.

BAB1
BAB II

BAB III

BAB IV

BABV
BAB VI

BAB VII

BAB VIII :

BAB IX

BAB X
BAB XI
BAB XII

BAB XIII :

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

: ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
PENETAPAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PELAKSANA DAN PENATAUSAHAAN

LAPORAN REALISASI SEMESTER
PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJUA DAERAH

: AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG
DAERAH

BLUD

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
INFORMASI KEUANGAN DAERAH
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Sistern dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dalam Peraturan Wali Kota ini.

BABIII ...
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BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka
Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2012 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 32) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, | peember 2010

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,
/

S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, | DE®MbRp 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

v A

IMAM SENEN

=a
BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR.. 72



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 72 /KPTS/BPKAD/2022
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

BAB 1

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah
yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas
dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran
data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Dokumen dalam Peraturan Wali Kota ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi
dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang
bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.
Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya
masing- masing sebagai berikut;

A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Wali Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah
yang dipisahkan
2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai
kewenangan:

a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk
dibahas bersama;

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat

persetujuan bersama DPRD;
!



12. Penerapan satu data di bidang pengelolaan keuangan daerah wajib
mempedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan

pembangunan, keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya.

WALI KOTA BUKLINGGAU,\

S.N. PRANA PUTRA SOHE
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